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MENTERI PERDIDIRAN DAN KEBUDAYAAN,

bahwa untuk meminang pelaksanzan wajib belajar pendidikan dasar 9
tahun dan meningkatkan daya tampung bagi Iulusan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menctapkan pembukaan dan
penegerian sekolal tahun pelajaran 1994/1995.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah -
a. Nomor 27 Tahun 1990;

b. Nomor 28 Tahun 1990; ' -
ol Nomor 29 Tahun 1990;

3 Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 scbagaimana telah beberapa kali

diubah tcrakhir  dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 1995,

c Nomor 96/M Tahun 1993:

a. Nomor 16 Tahun 1994 scbagaimana telak diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1995;

4. Keputusan Mazntcri Pendidikan dan Kcbudayaan :

a. Nomor 0256/0/1978; h

b. Nomor 0370/0/1978:

& Nomor 0371/0/1978:

d. Nomor  090/0/1979:

¢ Nomor 0222b/0/198G:
f Nomo- 087/0/1983;
g. Nomor 0172/0/1983:
h. Nomor 0173/0/1983;
i Nomor 0262/0/1984:
j- Nomor 0248/U/1985:



Mempcrhatikan

Menetapkan

-

Persctujuan Menteri Ncgara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat
Nomor B-1272/1/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIXAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDOMNESIA  TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Taman Fanak-kanak (TK), Sckolah Mencngah Pertama (SMP),
Sckelah Menengalh Umnm (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA. Swasta tahun pelajaran
1994/1995 di beberapa Propinsi di Indoncsia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1. masing- masing adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan :

a. Noror 0296/0/1978;
b. Nomor 0370/0/1978;
C. Nornor 0371/0/1978;
d. Nomor 099/0/1979.

2) Struktur organisasi TK dan sekolah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, masing-masing sctagaimane tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakar, pembukaan dan penegy rian
sckolah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya
masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-raasing V. »pinsi
dibebankan pada mata anggaran yang scsuai scbagaimaua tercantum dalam
kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.
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Pasal §

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a. TK Negeri 02 buah;
b. SMP Negeri 8.991 buah;
c. SMA Negeri 2.460 buah;
d. SMIK ‘ Negeri 30 buah;
c. SMKK Negeri 88 buah;
f. SMT Pertanian Negeri 43 buah;
g. STM Negeri 175 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.
Pasai 6

Keputusan ini muiai beriaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
td.

Pro®. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro -




